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PENETAPAN
Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Dgl

> \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NINDI BINTI AGUS, NIK : 7210125602940001, tempat dan tanggal
lahir Tulo, 16 Februari 1994, agama Islam,
pekerjaan Honorer  (Dinas  Peternakan
Kabupaten Sigi), pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Dusun I, Desa Tulo, Kecamatan
Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

FAISAL BIN NAZWIN, tempat dan tanggal lahir Tulo, 20 Februari 1987,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Jalan Bayu (Depan
Pasar Mamboro), Kelurahan = Mamboro,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Mamboro,
Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala
pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor
556/Pdt.G/2024/PA.Dgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:
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Bahwa pada tanggal 06 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo,Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0052/006/I111/2016, tertanggal 07 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Desa Tulo selama 2 tahun setelah itu Penggugat
dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Tulo hingga pisah rumah ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami
isteri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Alfatah bin Faisal,
usia 8 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

4, Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertegkaran yang disebabkan
karena :

a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengharap penghasilan
Penggugat ;

b. Tergugat sering meminum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan
terlarang jenis Shabu ;

C. Tergugat memiliki sifat tempramen hingga melakukan tindak KDRT kepada
Penggugat ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat mengusir Penggugat
untuk pergi meninggalkan rumah kediaman dikarenakan antara Penggugat
dan Tergugat terjadi peselishan dan pertengkaran hingga Tergugat
melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan. Sejak saat itu hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimansa mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun

usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Faisal bin Nazwin) terhadap

Penggugat (Nindi binti Agus);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memeriksa relaas
panggilan Tergugat yang dilakukan melalui panggilan tercatat, yang dalam
berita acara relaas panggilan dinyatakan retur dan alamat tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat
Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan

secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;
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Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu
lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan
Tergugat yang dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan retur dan alamat
tidak ditemukan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan akan
mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat
menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat
belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut
gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan
terhadap penetapan ini tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 556/Pdt.G/2024/PA.Dgl
dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Salam,
S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H. dan
Idris, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bulgis,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd
Abdul Salam, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H. Idris, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti
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ttd
Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya :
- PNBP ‘Rp ...,00

- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 29.500,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah 'Rp 174.500,00

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.556/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



